BAB IV
ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN JAMAL AL BANNA TENTANG TALAK

A. Analisis Terthadap Pemikiran dan Istinbat Hukum Jamal Al Banna tentang
Talak

1. Titik Singgung Pemikiran Jamal Al Banna tentang Talak dengan Hukum
Positif di Indonesia
‘Kesetaraan’ dalam hal talak memang menjadi hal yang santer
diperbincangkan di kalangan pemikir kontemporer. Kepada siapa Al Qur’an-
sebagai sumber hukum universal- memberikan kekuasaan untuk cerai?
Kepada laki-lakikah? Perempuankah? Keduanyakah? Pesoalannya, apakah
ahli hukum mengikuti spirit Al Qur’an dalam mengkompilasi hukum-hukum

syari’at? atau bahkan mereka bersikap androsentrik dalam memahami dan

menafsirkan ayat-ayat Al Qur’an tentang perceraian?

Para pemikir muslim yang concern dalam persoalan gender, seperti
Jamal Al Banna, juga memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap kaum
perempuan dan golongan lemah. Jamal menilai bahwa sikap androsentrik
para ahli hukum memainkan peran yang sangat penting dalam
memformulasikan hukum talak. Bahwa secara umum para ahli hukum Islam,
dari semua madzhab hukum Islam yang masih ada meyakini dan menyadari

bahwa talak adalah hak prerogatif laki-laki. Sebagai alasannya, karena laki-
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laki ~mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, yakni menafkahi

perempuan.'

Peraturan talak yang tercantum dalam kitab-kitab fikih menyatakan
bahwa talak sah dijatuhkan oleh seorang suami yang balig, berakal (juga
tidak dalam keadaan mabuk), atas kehendak sendiri dan dijatuhkan pada istri
yang tidak sedang haid, nifas atau baru saja digauli, dengan atau tanpa izin
istri. Menurut Jamal, aturan ini tidaklah bernilai dan tidak dapat diterima,
sebab menyelisihi prinsip keadilan dalam Al Qur’an. Talak harus atas
kesepakatan suami dan istri. Pasalnya karena sahnya akad nikah adalah
berdasarkan pada persetujuan kedua pihak, maka ketika merusaknya juga
harus melalui kesepakatan kedua pihak. Dengan mencitrakan pernikahan
sebagai bentuk kesepakatan, dapat diketahui bahwa pandangan Jamal ini
sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Sebagaimana telah
disebutkan dalam biografinya, bahwa Jamal belajar di sekolah perdagangan.
Menurut aturan perdagangan, setiap transaksi harus berdasarkan kesepakatan
dan menguntungkan kedua pihak. Jika salah satu pihak dirugikan oleh pihak
yang lain, berarti telah terjadi wanprestasi di dalamnya, dan telah
mencederai kesepakatan itu sendiri. Untuk membatalkan suatu transaksi,

harus melalui kesepakatan para pihak. Begitu pula penggambaran Jamal

! Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al Sya’rawi, (Jakarta:
Teraju,2004), 121.
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terhadap talak, sebagai suatu kemungkinan yang akan terjadi karena adanya
pernikahan. Jamal terlihat menyamakan akad nikah dengan transaksi dalam
perdagangan, dimana kesepakatan dan kerelaan para pihak adalah sangat

penting.

Sangat logis sekali memang. Bahwa kesepakatan dalam pernikahan
juga menuntut adanya kata “sepakat” dalam hal pemutusan ikatan
perkawinan (dalam arti talak). Kesejajaran peran ini bahkan juga tampak
ketika istri berinisiatif terlebih dahulu dalam perceraian dengan jalan khulu’,
khulu’ seorang istri tentu berdasarkan pada persetujuan suami. Maka adalah
sama dan sejajar jika hak cerai keduanya baik talak maupun khufu’ harus

didasarkan pada kesepakatan kedua pihak.

Terkait dengan keharusan persetujuan istri dalam talak ini, Jamal
seakan menafikan keberlakuan hadis tentang sahnya talak yang diucapkan
secara bergurau (hadis yang diriwayatkan oleh At Turmuzi dari Abu
Hurairah- bab II). Ia bahkan mengharuskan adanya kerelaan dari kedua pihak
dalam perceraian, yang tentunya kerelaan itu terjadi dalam keadaan sadar dan

sungguh-sungguh, bukan dalam keadaan bergurau.

Berdasarkan pada pernyataan Jamal tentang alasannya merumuskan
aturan talak —yang berbeda dengan aturan talak dalam kitab-kitab fikih- yaitu

untuk mempersulit talak bagi suami serta memberi kuasa bagi istri untuk
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melindungi dirinya jika suami melanggar aturan keadilan, nampaknya alasan
ini hampir sejalan dengan salah satu prinsip hukum perkawinan di Indonesia,
yaitu asas perceraian dipersulit. Telah diketahui bahwa aturan talak di Mesir-
sebagai tempat tinggal Jamal- mengharuskan talak dilakukan di pengadilan.
Tidak bisa tidak, tentu proses dialogis antara suami dan istri yang akan
bercerai itu pasti terjadi dalam proses persidangan. Maka terlihat jelas
bahwa aturan talak di Mesir telah mengalami pembaharuan dan tidak lagi
menganggap talak sebagai hak mutlak suami. Akan tetapi, belum ada aturan
dalam perundang-undangan Mesir yang secara eksplisit menyebutkan

ketidaksahan talak tanpa adanya persetujuan kedua pihak.

Dalam perumusan talak ini, Jamal mengharuskan adanya kesepakatan
kedua pihak untuk bercerai guna melindungi istri dari kesewenangan suami.
Dapat diambil kesimpulan jika istri tidak sepakat untuk dicerai, maka
konsekuensinya hakim tidak bisa memberi kuasa kepada suami untuk
mengucapkan talak. Sehingga talak tidak akan terjadi selama salah satu

pihak tidak setuju.

Meskipun demikian, pemikiran Jamal Al Banna tentang talak ini
tidaklah menafikan adanya hak talak bagi suami, hanya saja hak tersebut
dibatasi oleh hak istri sebagai patner hidupnya dalam perkawinan

berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Pun tampaknya tawaran
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pembaharuan hukum talak ini bisa dipertimbangkan dalam undang-undang
hukum perkawinan di Indonesia. Mengingat, angka perceraian di Indonesia
masih cukup tinggi —baik itu talak maupun cerai gugat- dan proses dialogis
yang terjadi beberapa pengadilan agama untuk menangani kasus perceraian
tidak dijalankan secara maksimal. Dengan menambahkan adanya poin
kesepakatan suami istri untuk bercerai dalam aturan talak di Indonesia
diharapkan mampu meminimalisir angka perceraian dan spirit “asas

perceraian dipersulit” dapat diwujudkan,

Dalam merumuskan aturan talak yang menurut Jamal paling sesuai
dengan prinsip Al Qur’an, yakni talak dengan kesepakatan, ia berusaha
melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan nafsu laki-laki. Hal ini
tentu sangat dipengaruhi oleh latarbelakang kehidupannya yang selalu aktif

membela kaum yang lemah, seperti para buruh dan kaum perempuan.

Rumusan talak yang terdapat dalam Undang-Undang No.l Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mempersulit
perceraian sebagai salah satu asasnya adalah suatu terobosan kebijakan
hukum yang sudah sesuai dengan keadasn. Yang mana talak hanya sah
dilakukan di hadapan pengadilan dengan pertimbangan kemaslahatan.
Dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia perceraian yang dipelopori

oleh suami dinamakan talak, sedangkan yang dipelopori oleh istri dinamakan
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cerai gugat. Tetapi akan lebih baik jika alasan pembolehan talak dalam
undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ditambahkan

adanya alasan kesepakatan kedua pihak untuk bercerai.
2. Analisis terhadap Istinbat Hukum Jamal Al Banna tentang Talak

Pemikiran Jamal Al Banna tentang talak merupakan hasil ijtihadnya
terhadap ayat-ayat Al Qur’an yang secara eksplisit menggambarkan aturan
talak. Yaitu dalam Surat Al Bagarah ayat 228-237, 240-241; Surat An Nisa’
ayat 19, 21-22; serta dalam Surat At Talaq ayat 1-7. Ia menilai bahwa
semangat keadilan dan kasih sayang adalah spirit terpenting dirumuskannya

aturan talak.

Berdasarkan surat al Baqarah ayat 229, Jamal menilai ayat ini
menunjukkan adanya semangat kesetaraan hak cerai bagi laki-laki dan
perempuan. Nilai terdalamnya adalah keadilan dan kemaslahatan. Bagi
Jamal, ayat ini sama sekali tidaklah menunjukkan bahwa talak merupakan
hak prerogatif laki-laki.> Mayoritas ulama juga menyimpulkan bahwa
informasi tentang hak cerai bagi perempuan terdapat dalam ayat tersebut.

Hanya saja ulama fikih tetap menganggap bahwa talak adalah hak prerogatif

? Jamal Al Banna, A/ Mar’ah Muslimah Baina Tahrir Al Qur'an wa Taqyid Al Fugaha’, (Kairo:
Dir el Fikr al Islam,1999), 56.
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laki-laki dan dalam talak tidak disyaratkan harus ada persetujuan dan

kerelaan kedua pihak.?

Mayoritas ulama mengambil kesimpulan bahwa talak adalah wilayah
eksklusif laki-laki dari Surat Al Baqarah ayat 237.% Dalam ayat tersebut
disebutkan kalau laki-lakilah yang memegang ikatan perkawinan, schingga
mercka beralasan bahwa sescorang yang memegang ikatan perkawinanlah
yang dapat memprakarsai proses perceraian, yakni suami. Pun suami, dalam
aturan fikih klasik yang sudah mapan, adalah pemimpin bagi istrinya.
Adapun istri, boleh memprakarsai perceraian sekalipun itu tidak ada
pelanggaran kewajiban-kewajiban perkawinan yang dilakukan oleh suami
dengan syarat harus mengembalikan mahar yang telah ia terima dari
suaminya pada saat akad berlangsung sebagai tebusan. Dan pengembalian itu
tidak menjadikan suami berdosa karena telah meminta kembali barang yang
telah diberikannya. Namun, jika suami yang berinisiatif terlebih dahulu,
sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al Qur’an, maka suami tidak boleh
meminta barang sepeserpun yang pernah ia berikan kepada istrinya, bahkan

jika maharnya belum dibayarkan maka wajib dibayarkan. Sekaligus wajib

* Ahmad Gandur, At Talaq Fi as Syari’ah al Islamiyyah wa al Qaniin, (Kairo: Dar el Fikr al
NImiyah, t.t),60.

* Asgaar Ali Engineer, The Qur’an Women and Modemn Society, terj. Agus Nuryanto,
Pembebasan Perempuan, 128.



88

bagi suami untuk membayar mut’ah/ kompensasi (Al Baqgarah [2]; 241) dan

nafkah %ddah untuk istri yang diceraikannya. >

Tampaknya Jamal tidak menyimpulkan Surat al Bagarsh ayat 237
sebagai alasan hak veto talak bagi suami. Hal ini tentunya berkaitan dengan
pandangannya tentang ketidakmutlakan kepemimpinan suami kehidupan
perkawinan. Pemahaman Jamal tentang ikatan perkawinan sebagai misagan
galidan, tidak hanya menjadi tanggung jawab yang harus dipegang suami
untuk tidak mempermainkannya. Melainkan juga tanggung jawab yang
seimbang bagi istri sebagai patner dalam perkawinan. Ini terlihat dari
pandangan Jamal yang cenderung menyamakan akad nikah dengan transaksi
dalam jual beli. Yang mana suatu transaksi menjadi sah jika disepakati oleh

kedua pihak dan apabila dirusak juga harus melibatkan peranan keduanya.

Terhadap bunyi teks ayat kedua dari Surat At Talaq tentang saksi ,

yaitu (4l) $3g301 15230 pg-‘ Ji& (53 '319373 ), Jamal beranggapan bahwa para

ulama fikih telah melupakan ayat ini dalam merumuskan keberadaan saksi
dalam talak. Aturan fikih, sebagai hasil ijtihad ulama fikih klasik, terutama
madzhab empat, tidak ada satupun yang mensyaratkan kehadiran saksi

dalam talak. Menurut Jamal, bunyi teks dalam ayat tersebut telah secara

* Maulana Muhammad Ali, A¢ Talag £ al Islam, (Beirut: Dar el Fikr, £.£),61.
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eksplisit mengharuskan adanya saksi dalam talak.’ Para ulama fikih klasik-
terutama madzhab empat- dalam menyikapi bunyi teks ayat ini, terkait
dengan adanya saksi dalam talak, hanya sampai tataran mandub, tidak wajib.
Dalam hal ini, mereka menganalogikannya dengan ke-mandub-an hadirnya
saksi dalam transaksi jual beli. Inilah yang kemudian membuat Jamal
berangggapan bahwa para ulama fikih tidak konsisten. Di satu sisi mereka
menyamakan akad nikah dengan jual beli, di sisi yang lain mereka melupakan
aspek dan akibat hukum lain dari jual beli yang seharusnya juga diterapkan

dalam konsep akad nikah maupun talak. Seperti kesepakatan dan kerelaan.

Pendapatnya yang mengharuskan adanya saksi dalam talak Jamal,
sejalan dengan golongan Syi’ah Imamiyah, padahal Jamal adalah seorang
penganut madzhab syafi’i, yang notabene tidak mewajibkan adanya saksi.
Syi’ah Imamiyah mensyaratkan kehadiran saksi saat mengucapkan talak.
Bila tidak dihadiri oleh saksi, tentunya sebagaimana syarat seorang saksi,
talak tersebut dinyatakan belum terlaksana dan tidak sah. ’ Bahwa
kegemarannya membaca buku-buku keislaman tanpa membedakan
madzhablah yang membuatnya berpendapat bahwa talak harus disaksikan.

Selain itu, aturan tentang talak dalam hukum keluarga Mesir juga

® Jamal Al Banna, A/ Mar'sh Muslimah Baina Tahrir Al Qur’an wa Taqyid al Fugahi’, 3.

” Hasan bin Ali At Tusy, Al Mabsut fi Figh al Imamiyah, Juz V, (Teheran: Mathba’ah al
Murtahawiyyah, t.t),4.
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mengharuskan adanya saksi dalam sidang perceraian. Apalagi Jamal adalah
scorang yang menaruh perhatian besar terhadap kaum perempuan. Ia,
sebagaimana para pemikir pembaharu lainnya, menilai bahwa talak yang
tidak disaksikan sangat merugikan perempuan, karenanya untuk melindungi

perempuan ia merumuskan aturan talak dengan cara demikian.

Demi kemaslahatan, bagi suami maupun istri, kehadiran saksi sangat
diperlukan. Hal itu sangat penting untuk menghindarkan istri dari
kesewenangan suami ( yang suka mempermainkan talak). Dengan melihat
bunyi teks ayat kedua Surat At Talaq tentang saksi dalam talak, tidak ada
qarinah yang menyebutkan bahwa £’/ amr di situ menunjukkan makna
mubah. Pemaknaan dengan kembali pada kaidah usulyaitu ‘a/ ashiu £i al amr
i al wujub’ adalah suatu keniscayaan. Apalagi aspek kemaslahatan yang
didapatkan dari hadirnya saksi lebih besar daripada tidak hadirnya ( yang

justru memungkinkan timbul kemadzaratan karena tidak ada saksi).

. Analisis Terhadap Metode Istinbat Hukum Jamal Al Banna

Dalam rangka menggali dan mengembangkan hukum Islam, sangat
diperlukan ijtihad. Sejak zaman Nabi, sahabat hingga masa tabi’in ijtthad
telah dipraktekkan secara luar biasa, juga menjadi kekuatan yang dinamis dan
kreatif. Sehingga banyak bermunculan ulama-ulama fikih yang berhasil

membangun madzhab fikihnya. Keanekaragaman madzhab fikih
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meniscayakan adanya perbedaan produk hukum dalam satu permasalahan.
Keadaan ini menimbulkan perselisihan bahkan pertikaian yang justru
berimbas pada ‘isu’ bahwa ijtihad telah tertutup. “Ketertutupan” ijtihad ini
menyebabkan kemandekan intelektual dan membawa umat Islam pada taklid
buta dan fanatisme kemadzhaban secara luas.®

Pemusatan perhatian yang sangat terhadap doktrin kitab-kitab klasik
nyatanya tidak mampu menjawab tantangan realitas. Bahkan realitas dipaksa
tunduk terhadap teks kitab-kitab klasik. Sementara itu, prinsip “a/ Js/amu
salihun If kulli zaman wa makan” menuntut adanya jawaban dari Islam (baca:
fikih) terhadap tantangan modernitas. Inilah yang kemudian secara tersirat
melatarbelakangi beranckaragamnya produk pemikiran hukum para pemikir
muslim pada dasawarsa terakhir ini. °

Jamal Al Banna, scbagai seorang pemikir yang juga menggelisahi
kejumudan umat Islam dalam hal pemikiran hukum Islam ini, menyerukan
agar ijtihad kembali dibuka dengan mengusung metode baru yang berbeda
dengan sebelumnya. Jamal menyebutkan bahwa para ulama fikih cenderung

menyamakan ijtihad dengan giyas (analogi). Menurutnya lagi, ijtihad

® Subhi Mahmassani, Falsafah al Tasyri” Fi Al Islam, terj. Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum
dalam Islam, (Bandung: Al Ma’arif, t.t), 192-193.

® Syamsul Anwar, ‘Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam” dalam Madzhab Jogja;
Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer, (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2002), 149,
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terkurung dengan *i//at.'° Dalam pernyataannya tentang penyempitan makna
jjtihad menjadi giyas yang disandarkan oleh Jamal kepada ulama fikih ini,
penulis menilai bahwa pemikiran Jamal sangat dipengaruhi oleh madzhab
fikih yang dianutnya, yakni madzhab Syafi’i. Mengingat, giyas merupakan
metodologi istinbat hukum yang sangat populer di kalangan Syafi’iyah.
Gagasan fikih baru Jamal Al Banna ( sebagaimana dalam bab III )
yang meletakkan akal sebagai posisi pertama dalam memahami hukum Islam.
Baru kemudian ia menempatkan Al Qur’an, Sunnah dan ‘Urf(kebiasaan) di
posisi berikutnya secara berurutan. Ia cukup menyelisihi hirarki yang sudah
dimapankan oleh para ulama ushul fikih yang menempatkan Al Qur’an dan
Sunnah sebagai hukum tertinggi. Serta menggeser ijma’, giyas dan
seperangkat metode /stinbat lainnya. Dalam hal penggunaan akal sebelum
wahyu, pemikiran Jamal ini mirip dengan pola pikir kaum mu’tazilah.
Sebagaimana At Tufi, Jamal menganggap kemaslahatan manusia
sebagai ukuran utama dibentuknya syari’at Islam (bab III). Sayangnya,
sampai saat ini teori kemaslahatan masih dianggap parsial di kalangan
ulama. Dengan menganggap bahwa persoalan keparsialan kemaslahatan
hanya dapat terselesaikan jika syari’at mampu menerapkan nilai-nilai

universal yang ada dalam Al Qur’an dan menjadikan moralitas sebagai

' Jamal Al Banna, Nakwa Fighin Jadid, I terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi,
Manifesto Fikih Baru; Memabami Diskursus Al Qur’an, (Jakarta: Erlangga, 2008), 85.



93

standar dan tujuan syari’at, tampaknya Jamal ingin menjawab pandangan
kelompok yang menganggap kemaslahatan itu sangat subjektif. Ia menilai
bahwa nilai-nilai universal Al Qur'an mampu mempertemukan antara
pandangan yang secara kaku menganggap bahwa kemaslahatan itu sangat
relatif dengan pandangan yang secara radikal menempatkan kemaslahatan
sebagai tujuan utama bahkan mampu menganulir apa yaug tersurat dalam
teks suci.

Dalam memformulasikan fikih barunya itu, ia cenderung mengambil
nilai-nilai substansif-universal dalam memahami syari’at. Ia juga
meninggalkan teori-teori ushul fikih lama yang dianggapnya tidak mampu
menjawab tantangan modernitas. Sehingga layak kiranya jika ia disejajarkan
dengan Fazlurrahman dan Syahrur yang menurut tipologi Wael B. Hallaq,
dalam bukunya A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to
Sunni Ushul Figh,"' termasuk dalam kategori liberalism religius. Sebab,
dalam membangun metodologinya, Jamal menghubungkan antara teks suci
dan realitas dunia modern dengan lebih berpijak pada upaya melewati makna
eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks.

Melalui pendekatan klasifikasi tipologi pemikiran Islam kontemporer

menurut Khudhori Sholeh yang lima, yaitu fundamentalistik, tradisionalistik,

" Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories; An Introduction of Suani Ushul Figh,
(Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 214,
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reformistik, posttradisionalistik, dan modernistik, * Jamal merupakan
perpaduan antara tipologi yang pertama dan keempat, dengan menghindari
titik ekstrim dari tipologi yang pertama. Yaitu tipologi yang menyerukan
untuk secara sepenuhnya kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah sebagai
sumber hukum Islam, sekaligus memadukannya dengan semangat pemikiran
yang berusaha mendekonstruksi Wwarisan-warisan budaya Islam berdasarkan
standar-standar modernitas, 13

Jamal tampak mengakui bahwa doktrin Islam yang paling otoritatif
adalah Al Qur’an dan Sunnah, sebagaimana kaum literalis, kedua doktrin itu
harus dibaca, diinterpretasi, dan dipahami sesuai standar modernitas. Tidak
hanya itu, dekonstruksi terhadap diskursus Al Qur’an dan Sunnah sangat
diperiukan supaya tetap terjaga relevansinya dengan dunia modem. Seluruh
bangunan pemikiran Islam klasik (turats) harus dirombak dan dibongkar
setelah dilakukan analisis dan pembacaan terhadapnya. Agar segala sesuatu
yang dulunya dianggap absolut bahkan disakralkan menjadi relatif. Inj
terlihat dari cara Jamal menyelisihi pandangan-pandangan ulama terdahuly

dan aturan-aturan fikih bentukan mereka. Ia menganggap bahwa pandangan

2 Khudhori Sholeh, dkk, dalam kata pengantar, Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta:
Jendela, 2003),xv-xxiv.

“M. Abid al Jabiri, af Turats wa af Hedassh Dirdsah wa Munigayah, (Beirut: Markaz al
Tsaqafah al Arabi, 1991), 48.

Ph
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ulama hanyalah pemikiran keagamaan yang tidak perlu disakralkan, karena
dimungkinkan adanya kekeliruan.

Berdasarkan caranya memandang doktrin Islam hanya dari Al Qur’an
dan Sunnah saja, dengan mengabaikan pemikiran ulama klasik, Jamal sejalan
dengan golongan literalis yang diwakili oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328 M).
Sementara semangatnya dalam mendayagunakan rasio untuk memahami
syari’at, bahkan sebagai sumber hukum tertinggi, senada dengan corak
pemikiran golongan mu’tazilah yang menempatkan akal lebih unggul

~daripada teks suci (wahyu). Dari sini terlihat bahwa Jamal al Banna adalah
seorang pemikir dengan corak pemikiran rasionalis-literal. Sebab ia mampu
menggali rasionalitas, pencerahan dan reformasi agama dari akar ajaran Islam
secara langsung yaitu Al Qur’an.

Paradigma ushul fikih yang dicetuskan Jamal ini sama sekali baru. Ia
melompat jauh melampaui paradigma fikih literalistik. Bukan pula sekedar
menggeser paradigma literalistik sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok
utilitarian. Oleh karenanya, pemikirannya ini menuai banyak kontroversi dan
perdebatan. Sebab sebagian besar ulama ushul fikih menganggapnya tidak
memiliki landasan kerangka teori yang kuat. Ulama ushul fikih meyakini
bahwa ilmu ushul fikih berkembang secara evolutif, bukan revolutif. Padahal
dalam filsafat ilmu pengetahﬁan kontemporer, perkembangan revolutif suatu

ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang niscaya.



